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ABSTRAK 

 

Salah satu tahapan dari pemilu adalah melakukan pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara 

(TPS). Pemilih yang melakukan pemberian suara lebih dari satu kali, dapat pidana sebagaimana 

Pasal 516 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebagaimana kasus perkara No. 

79/Pid.Sus/2019/PN.Bsk. Rumusan masalah  (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pemberian suara lebih dari satu kali di TPS dalam perkara No. 

79/Pid.sus/2019/PN BSK?  (2) Bagaimanakah pertimbangan dalam menjatuhi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pada saat pemungutan suara memberikan suara lebih dari satu di TPS 

dalam perkara No. 79/Pid.sus/2019/PN Bsk?. Jenis Penelitian yang digunakan penelitian hukum 

normatif, sumber data yang dipakai adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, data dianalisis secara 

kualitatif. Simpulan hasil penulis (1) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian 

suara lebih dari satu kali di TPS dalam perkara No. 79/Pid.Sus/2019/PN.Bsk telah dihukum 

melanggar Pasal 516 Undang-Undang Pemilu dengan hukman selama 3 bulan penjara dan denda 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan percobaan selama 6 bulan. (2) Pertimbangan hakim 

dalam menjatuhi pidana terhadap pelaku tindak pidana pada saat pemungutan suara memberikan 

suara lebih dari satu di TPS dengan memberikan pertimbangan yuridis dan non yuridis. 
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